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PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
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TENTANG

TAHUN 2025-2029

DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EA

WALI KOTA BAUBALU,

bahwa rencana pembangunan jangka mehengah daerah tahun

2025-2029 diarahkan sebagai upaya

untuk mendukung

pencapaian cita-cita dan tujuan Pembanglinan nasional jangka

panjang yang dijabarkan ke dalam
menengah untuk periode 5 (lima} tah
mewujudkan kesejahteraan masyarakat K

bahwa dalam rangka mewujudkan pening}

perencanaan jangka
un ke depan dalam
'pta Baubau;

ratan dan pemerataan

kualitas pelayanan publik dan daya sai

g daerah diperlukan

pendapatan masyarakat, kesempatan kexjﬁi , lapangan berusaha,
galy

Rencana Pembangunan Jangka Menen
2029 yang menghasilkan sasaran pokoH
daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal |
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pd

Daerah Tahun 2025-
dan arah kebijakan

264 Undang-Undang
merintahan Daerah

sebagaimana telah diubah bebérapa
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 202
Peraturan Pemerintah Pengganti Un
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menj
Rencana Pembangunan Jangka Meneng:
dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai
huruf a, huruf b, dan huruf
Daerah; |

ali terakhir dengan
| tentang Penetapan
g~-Undang Nomor 2
di Undang-Undang,
Daerah ditetapkan

mana dimaksud pada

¢ perlu mﬁnetapkan Peraturan

Pasal 18 ayat (6i Undang-Undang Da#lar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 t
Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Repub
2001 Nomor 93, Tambahan Lembara
Indonesia Nomor 4120);

Daerah (Lembaran Negara Republik In

entang Pembentukan
lik Indonesia Tahun
n Negara Republik

I

nesia Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 23 Tahun| 2014 ?;ﬁang Pemerintahan

Nomor 244, Tambahan Lembaran Ne
sebagaimana telah diubah beberapa ki
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Penggantil Undan
Tahun 2022 tentang Cipta 'Kerja Menj
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sara Nomor 5587},
hWli terakhir dengan
tentang Penetapan
g-Undang Nomor 2
4di Undang Undang




(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta

Tambahan Lembaran Negara Republik Ing
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2

Perencanaan Pembangunan Nasional ]

Republik Indonesia Tahun 2024 No
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomn

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 20

Pembangunan Jangka Panjang Nasiona

{Lembaran Negara Republik Indonesia Te

Tambahan Lembaran Negara Republik In ‘

]

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 24
Pembangunan Jangka Menengah Nasio |
{(Lembatan Negara Republik Indonesia Ta

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAE
dan
WALI KOTA BAUBAU
MEMUTUSKAN: |

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEM
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 ‘
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud deq

1. Daerah adalah Kota Baubau. ,
2. Pemerintah Daerah adalah kepala dag
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang m
urusan pemerintahan yang menjadi kewenarn

. Perangkat Daerah adalah unsur pembanty
Dewan Perwakilan Daerah dalam Peny
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Da

Badan Perencanaan Pembangunan Daerd
disebut Bappeda adalah Badan .Percncq
Daerah di Kota Baubau. !

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daet
yang diselanjutnya disebut RPJPD adalah d
Pembangunan daerah Kota Baubau untuk p
tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai de

Rencana Pembangunan Jangka K Menen
‘selanjutnya disingkat RPJMD' adalah do
daerah kota Baubau untuk periode 5 (lima)
tahun 2025 sampai dengan tahun 2029,

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang

L

!

D24 tentang Sistem
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24 tentang Rencana
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|
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rah sebagai unsur

mimpin pelaksanaan
gan daerah otonom.
Kepala Daerah dan

blenggaraan  Urusan
frah.
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ah Tahun 2025-2045
Ekumen perencanaan
sriode 20 {dua puluh)
ngan tahun 2045.

gah Daeralh yang
fumen perencanaan
ahun terhitung sejak

selanjutnya disebut

dengan Renstra PD adalah dokumen penencanaan Perangkat

Daerah untuk periode 5 (lima) tahuni
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10.

11.

12,

13.

14.

i5.

16.

18.

19,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yangh
RKPD adalah dokumen perencanaan daeral
periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang sela:
PD adalah dokumen perencanaan Perangkat
1 (satu} tahun. -

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer,
disingkat APBD adalah rencana keuanganm
daerah yang dibahas dan disetujui Bersama
baubau dan DPRD yang ditetapkan dengan |

selanjutnya disingkat
n kota Baubau untuk

rjutnya disebut Renja
LDaerah untuk periode

hh yang selanjutnya
tahunan pemerintah
'oleh Pemerintah Kota
Peraturan Daerah.

Visi RPJMD adalah rumusan umum mqngenai kondisi yang

diinginkan atau terwujud pada tahun
Pembangunan selama 5 (lima} tahun.

2029 sebagai hasil

Misi RPJMD adalah rumusan umum menge I.eti Upaya-upaya yang

akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi

JMD.

Program Prioritas adalah program startegis y | g dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah sebagai instrukmen untu
dan sasaran RPJMD yang diperoleh den%
{penurunan) kinerja.

Kinerjia adalah capaian  hasil kerjé
hasil/outcome, dan dampak/impacts.
Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasi
dari hasil kerja program, kegiatan dan suk
direncanakan.

Sasaran Pokok adalah gambaran rangkaian

¢ mewujudkan tujuan
an Teknik cascading

{keluaran/output,

lan yang ditargetkan
kegiatan yang telah

I
kinerja daerah dalam

pencapaian pembangunan yang menggambat

RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapa

adalah pernyataan yang disimpulkan dari
realita/capaian pembangunan dengan
seharusnya tersedia.

isu Strategis adalah kondisi atau hal yang hs
dikedepankan dalam perencanaan pembang

dampaknya dapat mempengaruhi daerah

ataupun tidak langsung secara signifikan di ma
Program adalah penjabaran kebijakan Perg
bentuk upaya yang berisi satu atau leli

menggunakan sumber daya yang disediakan

yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB I

c

kan terwujudnya Visi
dan diukur dengan

Tahun 2025-2045
kesenjangan antara
kondist ideal yang

i

8 diperhatikan dan
nan daerah karena

intuk mencapai hasil

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
i

Pasal 2

Arah Kebijakan pembangunan Daerah
dilaksanakan sesuai dengan RPJMD. I

periode  2025-2029




Pasal 3
(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam
penjabaran dari visi, misi, dan program Wa.l)
Kbta.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat
dalam penyusunan RENSTRA-PD dan RKPL
2029,

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 4

Pasal 2 merupakan
i Kota. dan Wakil Wali

{1} menjadi pedoman
selama tahun 2025-

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan

sistematika sebagai berikut:
a. bab l. Pendahuluan;

. bab Il. Gambaran Umum Daerah;

b
¢. bab II. Visi, Misi dan Program Prioritas Fembangunan Daerah;
d. bab V. Program perangkat Dakrah dan kinega

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;dax?

e. bab V. Penutup.

(2) PJMD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1} tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpigdahkan dari Peraturan

Daerah ini. :

BAB IV |
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5 '

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan RPIJMD.

(2} Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan P?raturan Perundang-

undangan. .
|




BABV
KETENTUAN PENUTUI?

Pasal 6
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggs

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinta
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya daq

Kota Baubau.

Diundangkan di Baubau
Pada tanggal ..3 sepremiper 2028
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PENJELASAN
ATAS RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAUJ

NOMOR & TAHUN 2025
TENTANG |

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH IDAERAITI TAHUN 2025-2045

I. UMUM

k.
L

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23

Sistem  Perencanaan
fr‘ahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untu
Pembangunan Jangke Menengah Daerah (RPJMD).
penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah

sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah {:

seria program perangkat daerah dan lintas perangkat daera
kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka wakt
disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJ
perencanaan pembangunan daerah bertuijuan untuk mewy
daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pen
kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan

!

pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan t

yang menjadi kewenangannya yang berasas berkelanjutan.

menyusun Rencana
RPJMD merupakan
ang memuat tujuan,
keuangan daerah,
| yang disertai dengan
| 5 (lima) tahun yang
D sebagai dokumen

iudkan pembangunan

Hapatan masyarakat,

jakses dan kualitas
san pemerintahan
‘Berdasarkan amanat

tersebut maka Pemerintah Kota Baubau bersama para pemangku kepentingan

; , ; 1
sesuai peran dan kewenangan masing-masing menyusun |

Tahun 2025-2029 dan ditetapkan dengan peraturan daera
bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Ta '
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangung

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana b
Panjang Daerah dan Rencana Pernbangunan Jangka Menen

|

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencgma Kerjg
sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahu
bahwa penyusunan rancangan awal RPJMD dimulai sejal

wakil Kepala Daerah terpilih dilantik.

Dalam Upaya mendukung terwujudnya efektifitas, efi
penyelenggaraan Pembangunan nasional dan daerah,

Undang Nomor 1 tahun 2024 yang mengamanatkan penye
umum dan pemilihan kepala daerah secara, serentak n,
Pemerintah Pusat mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam N

2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana ‘Pem'bangun;

l

PJMD Kota Baubau
'paling lama 6 (enam)

embangunan Jangka

gdah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panja !'

g Daerah, Rencana
Pemerintah Daerah,
| 2014, menjelaskan
r Kepala Daerah dan

:ﬂl:nsi dan sinergitas

[rdasarkan Undang-
lenggaraan pemilithan
asional tahun 2024,
egeri Nomor 2 Tahun
Jangka Menengah

Daerah dan Rencana OStrategis Perangkat Daerah T
Berdasarkan ketentuan tersebut, penyusunan RPJMD

mengikuti periode RPJMN Tahun 2025 - 2029 yang disu;

Pusat melalui Kementerian Perencanaan Penllbangun

|
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un 2025 -~ 2029.
ahun 2025 - 2029
un oleh Pemerintah
an Nasional/Badan




Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan RPJMD dilakukan oleh

seluruh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

RPJMD Kota Baubau Tahun 2025-2029 disusun oleh |Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA)} dengan melibatkan ps }rangkat daerah dan
pemangku kepentingan dalam rangka koordinasi, sinefgi dan harmonisasi
perencanaan jangka panjang daerah.

Penyusunan RPJMD Kota Baubau Tahun 2025-2029 dilakukan secara
transparan, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, ber ladil.':m, berwawasan
lingkungan, dan berkelanjutan. Disusun melalui pendgkatan proses yaitu:
pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas- bawah (tpp-down) dan bawah-
atas (bottom-up), dan pendekatan substansi, yvaitu: pendekatan holistik-tematik,

integratif, dan spasial.

Maksud dan Tujuan dari RPUIMD Koita Baubau Tahun 202542029 adalah:

a'

b.

. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan

Sebagai pedoman penyusunan RKPD setiap tahun d?.n Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029;

Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan
dibawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kot}

melaksanakan pembangunan sesual dengan tugas,
dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya
dan program kepala daerah;

fungsi, kewenangan
ewujudkan visi, misi

. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan ¢lalam melaksanakan

pembangunan di Kota Baubau;
Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungdi pengawasan DPRD
dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan ) pemerintahan dan
pembangunan daerah agar sejalan dengan' aspira | masyarakat sesuai
dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;
Mendukung terlaksananya koordinasi antar pelaku pgmbangunan;

g. Menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergitas bailf antar wilayah, antar

II. PASAL DEMI PASAL i
Pasal 1
Pasal 2
Pasal 3 l

Pasal 3

ruang, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat ¢an daerah;

Menjamnin keterkaitan dan konsistensi antara perencgnaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengendalian; '
Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya sgcara efisien, efektif
berkeadilan dan berkelanjutan; dan
Memudahkan monitoring dan evaluasi terhadap l'ﬁasil capaian kinerja

pemerintahan daerah baik tahunan, maupun lIim.ex tahiunan.

Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cukup Jelas




-

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2225 FOMOR 2




